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Abstrak
 

Dalam pengikatan perjanjian jaminan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak, salah

satunya adalah mengenai status perkawinan debitur. Jika debitur telah terikat dalam suatu perkawinan maka

akan berakibat adanya beberapa kelompok harta kekayaan. Jika yang dijadikan jaminan adalah harta

bersama maka diperlukan persetujuan bersama dari suami dan istri. Tetapi sering terjadi suami atau istri

tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu dalam pengikatan perjanjian jaminan atas harta bersama oleh

pasangannya. Suami atau istri yang merasa keberatan dapat meminta pembatalan perjanjian jaminan tersebut

ke pengadilan. Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada akan memberikan penilaian terhadap keabsahan

perjanjian jaminan tersebut, bisa saja tetap dinyatakan sah atau dinyatakan batal. Skripsi ini disertai dua

putusan pengadilan yang terdapat pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu perjanjian jaminan

atas harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kepustakaan library research yang bersifat yuridis normatif. Hasil peneilitian ini menyatakan bahwa dalam

pengikatan jaminan atas harta bersama memang perlu persetujuan bersama dari suami dan istri. Tetapi

dalam keadaan-keadaan tertentu suami atau istri bisa dianggap telah memberikan persetujuan diam-diam

yang artinya secara tidak langsung telah menyetujui pengikatan jaminan tersebut. Keadaan tersebut antara

lain adalah suami atau istri telah ikut menikmati hasil dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang

piutang, atau suami atau istri dianggap telah mengetahui perjanjian jaminan yang telah dibuat sejak lama

dan sebelumnya tidak mengajukan keberatan.

......

In making security agreement, there are some things that need to be considered by the parties, one of those

things is about the marital status of the debtor. If the debtor has been bound in a marriage, there will be some

form of wealth. If joint wealth are used for the objects of security agreement, it would be require a mutual

consent from husband and wife. But often, the husband or wife is not asked for consent from his partner in

making the security agreement on joint wealth. Husband or wife who is objected can be appeal for the

cancellation of the security agreement to the court. The judge based on the facts, will provide an assessment

of the validity of the security agreement, it might be declared invalid or declared void. This thesis is

accompanied by two court decisions that are considered judges in assessing the validity of a security

agreement on joint wealth without the consent from husband or wife. This research uses library research that

are normative. The outputs of this researched stated that the security agreement on joint wealth does need

consentience from husband and wife. But in certain circumstances a husband or wife can be considered have

given tacit consent, which means indirectly has consent the security agreement. There circumstances are
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husband or wife has come to enjoy the results of the credit agreement, or husband or wife is deemed to have

been aware that the security agreement has been made for a long time and had not objected.


